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PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG TATA

CARA TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas

pelaksanaan pembinaan kalibrasi peralatan pengamatan,

perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang

Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan

Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di

lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 23 Tahun

2015 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi

Peralatan Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan
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Geofisika di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan

Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi,

dan Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5516);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2014 tentang

Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang

Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 208, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);

6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
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7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi

Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 17 Tahun 2009 tentang Mekanisme

Pelayanan, Penerimaan, Penyetoran, dan Pelaporan

Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Jenis dan Tarif

atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak atas

Informasi dan Jasa Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 8 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pengenaan Tarif (Nol Rupiah) atas Jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak Terhadap Kegiatan Tertentu di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 7 Tahun 2014 tentang Standar Teknis

dan Operasional Pemeliharaan Peralatan Pengamatan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan

Stasiun Geofisika;

13. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tantang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika;

14. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;
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15. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan Pengamatan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI

DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISIKA NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA

TETAP PELAKSANAAN KALIBRASI PERALATAN PENGAMATAN

METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA DI

LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN

GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 23 Tahun 2015

tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Kalibrasi Peralatan

Pengamatan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Kalibrasi berkala Peralatan Pengamatan konvensional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a

dikecualikan terhadap Peralatan Pengamatan:

a. Penakar Curah Hujan Obs;

b. Penakar Curah Hujan Hellman;

c. Campble Stokes;

d. Piche Evaporimeter;

e. Panci Penguapan Lengkap; dan

f. Theodolite.
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2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Organisasi Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

3. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Permohonan Kalibrasi Peralatan Pengamatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus sudah

dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari kerja.

4. Di antara Pasal 57 dan Pasal 58 disisipkan 1 (satu) Pasal,

yakni Pasal 57A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57A

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari,

pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56

huruf b dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 huruf c didelegasikan kepada Deputi.

5. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 58

Inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2)

dilakukan paling sedikit dalam rangka pemeriksaan:

a. kondisi laboratorium;

b. sertifikat Kalibrasi dan/atau surat keterangan yang

telah diterbitkan;

c. pelaksanaan Kalibrasi; dan

d. peralatan standar.
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Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 April 2016

KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

ttd

ANDI EKA SAKYA

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 11 April 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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